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Pendahuluan
Penyediaan rumah tinggal bagi masyarakat adalah implementasi dari dasar konstitusi Indonesia yang diatur pada Pasal 28 H ayat
(1) UUD RI Tahun 1945. dalam UU Nomor 4 Tahun 2016, tapera ini dibentuk sebagai tabungan berjangka panjang bertujuan
membiayai perumahan, khususnya untuk masyarakat dengan penghasilan kecil. UU Tapera dianggap menghambat terlaksananya
hak konstitusi lantaran terdapat unsur paksaan terhadap warga negara Indonesia untuk menabung terahadap pengadaan perumahan.
Biarpun demikian, masih ada 15,21% rumah tangga yang belum memiliki rumah. kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di
Indonesia meningkat pesat setelah pandemi covid atau tahun 2020-2021. Tercatat presentase rumah tangga dengan kepemilikan
sendiri pada tahun 2022 mencapai angka 83,99%. Presentase ini melampaui 2021 yang hanya 80,08%. Naiknya presentase
kepemilikan ini di 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa program terkait kepemilikan rumah sedang berjalan dengan baik.
Pemerintah kemudian menerbitkan UU Tapera pada tahun 2016 Dalam UU ini ditulis soal peralihan Bapertarumm-PNS ke BP
Tapera. Pasal 77 UU itu disebutkan semua asset untuk dan atas nama Bapertarum-PNS dihapuskan. Bapertarum-PNS dibubarkan
pada 24 Maret 2018 dan dialihkan menjadi BP Tapera dan kepesertaannya diluaskan ke pekerja swasta, mandiri dan informal.
Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera yang menjadi payung hukum
pemungutan iuran yang akan dijalani oleh BP Tapera kemudian Terbitlah PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Berlaku wajib untuk PNS , TNI, Polri , pekerja BUMN, swasta sampai
pekerja mandiri.Masalah ini sedang heboh dibicarakan mengenai Tapera adalah tentang kebijakan Tapera yang mewajibkan
pekerja untuk menjadi bagian dari Badan Pengelola Tapera yang konsekuensinya adalah pekerja dengan gaji diatas UMR akan
dipungut iuran sebanyak 3% dari gaji.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat didasarkan
pada beberapa dasar, salah satunya adalah kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya tempat tinggal layak huni bagi warga
negara.
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Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian )

1. Rumusan Masalah : 

Apakah Kebijakan Tapera Sudah Sesuai Dengan Usaha Pemenuhan Hak Konstitusional Warga

Negara 

1. Pertanyaan Penelitian :

1. Apakah perumahan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh

negara?

2. Bagaimana perkembangan kebijakan Tapera pasca amandemen UUD 1945?

3. Apakah kebijakan Tapera sudah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak dalam konstitusi?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan pendekatan historis
(historical approach),bahan hukum primer yang diperoleh adalah Undang Undang Dasar
1945 Pasal 28 H ayat 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan
Rakyat. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kewajiban negara yang untuk
memenuhi perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2024 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan
Tapera. Bahan hukum sekunder melalui penulusuran online pada berbagai sumber seperti
berita, artikel dan jurnal online dengan kriteria pemilihan meliputi relevansi topik, terbitan 5 
tahun terakhir.
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Penelitian Terdahulu
• 1. oleh Atin Merianti Isnaini dan Lalu Adnan Ibrahim pada tahun 2018 menegaskan bahwa Pasal 28H dari

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban pemerintah yang sah untuk memastikan bahwa warga
negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Hak ini dianggap bagian dari (HAM) yang harus
dipenuhi oleh pemerintah.

• 2. oleh Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa
penyelenggaraan Tapera tidak adil terhadap kondisi ekonomi pekerja dan pemberi kerja karena disparitas
pendapatan di berbagai perusahaan. Situasi ini diperburuk oleh dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang 
mempengaruhi beragam aspek, seperti perekonomian masyarakat kala itu. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat 
memiliki kekurangan baik secara formal maupun substansial dalam proses pembuatannya

• 3. oleh Tazkiya Amalia Nasution mencatat bahwa Undang-Undang Tapera mendapat kritik mulai kalangan
pekerja dan pemberi kerja karena beban pembayaran yang dianggap terlalu berat bagi pemberi kerja setiap
bulannya. Selain itu, pemberi kerja merasa bingung dan tidak jelas tentang sumber dana untuk pembayaran
iuran yang ditentukan
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Hasil dan Pembahasan
Peran Negara Terhadap Pemenuhan Perumahan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati oleh seluruh cabang
kekuasaan negara. Salah satu hak konstitusional yang diakui dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 adalah hak
setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam
memenuhi hak ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mendukung pemenuhan hak tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan 
Perumahan Rakyat (Tapera) dirancang sebagai solusi untuk menyediakan dana perumahan bagi masyarakat
Indonesia. Tapera mencakup berbagai aspek mulai dari pengumpulan, pemupukan, hingga pengelolaan dana 
untuk memastikan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Dengan inklusivitas
yang mencakup warga negara Indonesia dan asing yang bekerja di Indonesia, Tapera diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat dalam memiliki atau memperbaiki rumah, mendukung
kesejahteraan mereka, dan memajukan sektor perumahan di Indonesia.
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Pembahasan
Kebijakan Tapera Terhadap Perkembangan Aturan Pasca Amandemen UUD 1945

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah instrumen penting dalam upaya pemerintah
Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh
warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Kebijakan ini telah
mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan hukum pasca amandemen UUD 
1945. Tapera berfungsi sebagai mekanisme penyimpanan dana yang dapat dimanfaatkan untuk
pembiayaan perumahan, dengan fokus pada inklusivitas dan akses yang lebih luas bagi masyarakat, 
termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga memperkuat kewajiban negara untuk memenuhi
kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat miskin. UU ini
menekankan asas keadilan dan keterjangkauan, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab
dalam menyediakan bantuan, kemudahan akses pembiayaan, dan program subsidi untuk
perumahan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap
warga negara, terutama yang berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap perumahan yang 
layak dan terjangkau.
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Lanjutan
PP No.25 Tahun 2020 PP No.21 Tahun 2024

Kepesertaan

1. Semua pekerja baik ASN,pegawai swasta, maupun pekerja mandiri, diwajibkan menjadi peserta

Tapera.

2. Pendaftaran peserta dilakukan oleh pemberi kerja untuk pekerja formal, sedangkan pekerja mandiri

mendaftar sendiri.

Kepesertaan 

1. Kepesertaan masih mencakup semua pekerja dengan mekanisme pendaftaran yang jelas dan 

terstruktur.

2. Pekerja formal otomatis terdaftar melalui pemberi kerja dan pekerja mandiri tetap memiliki opsi 

untuk mendaftar secara sukarela.

Iuran 

1. Ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau penghasilan bulanan peserta.

2. Pembayaran iuran pekerja formal dilakukan oleh pemberi kerja melalui pemotongan gaji sedangkan 

pekerja mandiri membayar iuran secara mandiri.

Iuran 

1. Pemberi kerja menyetor 0,5% dari gaji pekerja, sementara pekerja menyummbang 2,5%. Pekerja 

mandiri tetap membayar 3% penuh secara mandiri.

Pengelolaan Dana

1. Mekanisme pengelolaan dana diatur namun belum ada detail transparasi dan akuntabilitas yang 

dipertegas.

Penguatan Pengelolaan Dana

1. Peningkatan focus pada transparansi dan akuntabilitas termasuk pengawasan oleh OJK dan 

kewajiban laporan keuangan yang di audit.

Manfaat bagi peserta

1. Manfaat Tapera mencakup penyediaan pembiayaan kepemilikan rumah,pembangunan, atau 

perbaikan rumah bagi peserta yang memenuhi syarat.

2. Keluhan bahwa manfaat tidak selalu jelas bagi semua peserta, terutama bagi mereka yang sudah 

memiliki rumah.

Manfaat bagi peserta

1. Manfaat pembiayaan rumah tetap dipertahankan, penjelasan lebih rinci tentang syarat dan proses 

dana

2. Peserta yang tidak lagi memenuhi syarat atau telah pension berhak menarik dana mereka beserta 

hasil investasinya.

Pengawasan dan Sanksi

1. Pengawasan oleh BP Tapera namun mekanisme pengawasan eksternal belum diperjelas.

2. Sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan ada,tapi belum ditegaskan secara detail.

Pengawasan dan Sanksi

1. Pengawasan lebih ketat melibatkan OJK guna memastikan pengelolaan dana dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

2. Sanksi lebih ditegaskan, termasuk bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya atau

tidak membayar iuran tepat waktu.
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Lanjutan
PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2024 keduanya mengatur tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, namun terdapat perbedaan signifikan dalam
pendeketan dan ketentuan yang ditatur. PP Nomor 25 Tahun 2020 berfokus pada pembentukan
dasar penyelenggaraan Tapera dengan menetapkan Badan Pengelola (BP Tapera), peserta
iuran, serta pemanfaatan dana untuk kepemilikan, pembangunan, dan renovasi rumah. 
Sementara itu, PP Nomor 21 Tahun 20204 menggantikan PP sebelumnya dengan revisi dan
penyempurnaanketentuan untuk memaksimalkan pengelolaan dan investasi dana, memperjelas
hak dan kewajiban peserta, serta memperketat pengawasan dan akuntabilitas. PP baru ini juga
memperkenalkan mekanisme pelaporan dan audit yang lebih komprehensif, serta kebijakan
transisi yang lebih baik guna memastikan implementasi yang efektif dan efisien. 
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Pembahasan

Kebijakan Tapera Terhadap Prinsip Pemenuhan Hak Konstitusional

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun
2024, merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah dan terjangkau bagi
masyarakat Indonesia. Tapera bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan
menyediakan skema pembiayaan yang mendukung hak konstitusional warga negara atas tempat tinggal yang layak, 
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

BP Tapera, sebagai badan pengelola, menawarkan tiga skema utama pembiayaan perumahan: Kredit Pemilikan Rumah
(KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Produk-produk ini memungkinkan
masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah, untuk menabung secara berkala dan mendapatkan
dana untuk memiliki atau memperbaiki rumah.

Bentuk Komitmen Negara dalam Mewujudkan Hak Konstitusional yakni berupa Kebijakan Tapera yang merupakan salah satu
bentuk komitmen negara dalam mewujudkan hak konstitusional atas tempat tinggal layak. Melalui Tapera, negara berupaya
untuk Meningkatkan Akses terhadap Pembiayaan Perumahan Tapera menyediakan skema pembiayaan perumahan yang lebih
mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah dan menengah. Dengan
menabung secara berkala, masyarakat dapat memperoleh dana untuk membeli rumah dengan cicilan yang lebih ringan. 

Tapera juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pasar perumahan yang lebih sehat dan stabil, dengan
meningkatkan permintaan dan pasokan perumahan yang layak. Selain itu, BP Tapera bertanggung jawab atas pengumpulan, 
pengelolaan, dan penyaluran dana Tapera dengan akuntabilitas yang diawasi ketat, mencakup pekerja formal, informal, dan
bahkan WNI yang bekerja di luar negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu seluruh pekerja, terutama yang 
berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.



11

Kesimpulan 
Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PP

Nomor 21 Tahun 2024, merupakan langkah penting pemerintah untuk menjamin hak konstitusional warga

negara atas tempat tinggal yang layak. Tapera, yang dikelola oleh BP Tapera, menyediakan skema

pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja formal dan informal,

serta WNI yang bekerja di luar negeri. Dengan menyediakan akses pembiayaan untuk kepemilikan,

pembangunan, dan renovasi rumah, Tapera diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar perumahan

yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan

rendah dan menengah.
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